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 KATA PENGANTAR Dewasa ini di dunia dan termasuk di Indonesia telah terjadi transisi epidemiologi, yaitu perubahan pola penyakit yang pada awalnya didominasi penyakit menular saat ini didominasi penyakit tidak menular (PTM). Kematian akibat PTM seperti stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, diabetes mellitus, dan penyakit paru obstruktif kronis telah melebihi kematian akibat penyakit menular. Penyakit tidak menular dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko seperti merokok, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi minuman beralkohol. Kondisi tersebut memerlukan upaya pengendalian yang serius dan berkelanjutan. Upaya pengendalian PTM dan faktor risikonya memerlukan suatu kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan didukung oleh sumber daya yang memadai dan sistem surveilans yang baik. Sistem surveilans ini akan menghasilkan data dan informasi yang akurat dan update sebagai dasar penentuan kebijakan, kebijakan, strategi, dan program pengendalian PTM. Penentuan prioritas program pengendalian PTM juga sangat ditentukan oleh data dan informasi yang akurat. Untuk mengembangkan sistem surveilans PTM yang baik tersebut, Direktorat Pengendalian PTM menerbitkan Buku Pedoman Surveilans Penyakit Tidak Menular ini. Buku ini berisi penyelenggaraan surveilans faktor risiko dan kasus termasuk registrasi PTM. Buku ini menjadi acuan semua pihak yang terlibat dalam surveilans PTM di Indonesia. Semoga buku pedoman umum ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi petugas surveilans epidemiologi dan pengelola program di berbagai tingkatan administrasi dalam upaya pengendalian PTM di Indonesia.



Jakarta, Maret 2014 Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular



Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
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 SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan ridhoNya buku Pedoman Surveilans Penyakit Tidak Menular ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan surveilans penyakit tidak menular di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, pengendalian PTM diselenggarakan melalui promosi, deteksi dini, pengobatan, dan rehabilitasi. Upaya pengendalian tersebut memerlukan dasar yang akurat agar intervensi yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu sistem surveilans epidemiologi yang baik. Oleh karena itu, kami menyambut baik diterbitkannya buku pedoman ini, yang merupakan langkah yang baik dalam pengelolaan surveilans PTM yang selama ini belum berjalan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih dan pengehargaan yang tinggi kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga menjadi amal baik dan bermanfaat bagi pengendalian PTM di Indonesia.



Jakarta,



Maret 2014



Direktur Jenderal PP dan PL



Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama
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 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia mengalami transisi epidemiologi penyakit dan kematian yang disebabkan oleh pola gaya hidup, meningkatnya sosial ekonomi dan bertambahnya harapan hidup. Pada awalnya, penyakit didominasi oleh penyakit menular, namun saat ini penyakit tidak menular (PTM) terus mengalami peningkatan dan melebihi penyakit menular. Proporsi kematian akibat PTM meningkat dari 41,7% tahun 1995 (Survei Kesehatan Rumah Tangga/SKRT 1995) menjadi 49,9% tahun 2001 (SKRT 2001), dan 59,5% tahun 2007 (Riset Kesehatan Dasar/Riskesdas 2007). Proporsi kematian karenakibat cedera juga meningkat dari 5,9% tahun 1995 menjadi 7,3% tahun 2001 dan 6,5% tahun 2007. Proporsi kematian berdasarkan penyebab kematian tertinggi PTM pada semua umur, Riskesdas 2007 antara yaitu Stroke 15,4%, hipertensi 6,8%, Cedera 6,5%, Diabetes Melitus 5,7%, Tumor Ganas 5,5% dan Penyakit Jantung 4,6%. Prevalensi PTM di Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013, hipertensi usia ˃ 18 tahun (25,8%), PJK umur ≥ 15 tahun (1,5%), gagal jantung (0,3%), gagal ginjal kronik (0,2%), batu ginjal (0,6%), rematik (24,7%), stroke (12,1‰), cedera semua umur (8,2%), asma (4,5%), PPOK umur ≥ 30 tahun(3,8%), Kanker (1,4‰), diabetes melitus (2,1%), hyperthyroid umur ≥ 15 tahun berdasarkan diagnosis (0,4%), dan cedera akibat transportasi darat (47,7%). Sedangkan beberapa faktor risiko PTM, obesitas pada laki-laki umur ˃ 18 tahun (19,7%) dan pada perempuan (32,9%), obesitas sentral (26,6%), konsumsi tembakau usia ≥ 15 tahun (36,3%), kurang konsumsi sayur-buah (93,5%). Tingginya permasalahan PTM di Indonesia memerlukan upaya pengendalian yang memadai dan komprehensif melalui promosi, deteksi dini, pengobatan, dan rehabilitasi. Upaya tersebut perlu didukung oleh penyediaan data dan informasi yang tepat dan akurat secara sistematis dan terus-menerus melalui sistem surveilans yang baik. Hal ini sesuai amanat UU no 36 tahun 2009 pasal 158 tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular. Dengan surveilans PTM yang baik maka program pencegahan dan pengendalian PTM berlangsung lebih efektif baik dalam hal perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program serta sebagai ide awal penelitian. Surveilans PTM dan faktor risikonya merupakan salah satu strategi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dilakukan tepat dan terpadu oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.



1.2 Tujuan a. Umum Tersedianya data dan informasi epidemiologi PTM sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program PTM, gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
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 serta upaya peningkatan kewaspadaan serta respon yang cepat dan tepat secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. b. Khusus : a. Tersedianya data faktor risiko PTM b. Tersedianya data kasus PTM c. Tersedianya informasi PTM secara terus menerus sebagai dasar penentuan strategi pengendalian PTM d. Tersedianya informasi PTM sebagai dasar untuk menetapkan prioritas penanggulangan PTM di masyarakat e. Tersedianya informasi PTM sebagai dasar perencanaan, pemantauan, penilaian dan evaluasi program pengendalian PTM. f. Terselenggaranya kewaspadaan dini dan tanggap darurat PTM 1.3 Kebijakan dan Strategi Kebijakan Untuk melaksnakan tujuan dan sasaran surveilans PTM, kegiatan-kegiatannya dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan operasional sebagai berikut : a. Penyelenggaran surveilans PTM memerlukan dukungan para pengambil keputusan b. Penguatan penyelenggaraan surveilans PTM dikelola secara profesional,berkualitas, dan merata melalui penguatan seluruh sumber daya c. Surveilans PTM sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan dan pelaksanan program d. Pelaksanaan kegiatan surveilans harus dilakukan secara efektif dan efisien melalui pengawasan dan pembinaan yang terus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya melalui pemantapan sistem dan prosedur. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan secara komprehensif dan berbasis kinerja e. Surveilans dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan dan jejaring secara multidisiplin, lintas program program dan lintas sektor Strategi a. Meningkatkan penyelenggaraan surveilans PTM dengan mengintegrasikan dengan sistem surveilans terpadu di puskesmas maupun rumah sakit serta surveilans penyakit melalui pengembangan registri PTM terpadu berbasis komunitas, rumah sakit, maupun spesifik seperti patologi, radiologi, laboratorium, dan lain-lain b. Pertemuan berkala surveilans PTM dilaksanakan secara teratur atau sesuai kebutuhan untuk melakukan validasi data, analisa situasi PTM dan faktor risikonya, monitoring, evaluasi dan menyusun rencana kerja surveilans PTM c. Mendorong pembiayaan surveilans PTM di semua tingkatan d. Advokasi dan dukungan peraturan perundang-undangan e. Pengembangan sistem surveilans PTM sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan program secara nasional, propinsi dan kabupaten/kota f. Peningkatan mutu data dan informasi epidemiologi g. Peningkatan kapasitas SDM dalam surveilans PTM h. Penguatan jejaring surveilans PTM
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 i. j.



Peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi informasi elektromedia yang terintegrasi dan interaktif Mondorong terlaksananya kegiatan teknis surveilans epidemiologi sesuai peran dan mekanisme kerjanya



1.4 Landasan Hukum a. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah c. Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan d. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan f. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.691 A/Menkes/SK/XII/1980 tentang Sistem Pelaporan Rumah Sakit. g. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. h. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu. i. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 430/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker j. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1022/Menkes/SK/ XI/2008 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik k. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1023/Menkes/SK/ XI/2008 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Asma l. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pengendalian Penyakit Jantung m. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 796/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim n. Rencana Program Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular tahun 2010-2014 1.5 Ruang lingkup Ruang lingkup Pedoman Surveilans PTM, adalah sebagai berikut : a. Surveilans faktor risiko b. Surveilans kasus o Data berbasis institusi (data agregat) o Registrasi PTM 1.6 Sasaran a. Pengelola Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Pusat, provinsi, kabupaten/kota, Puskesmas, unit pelaksana teknis (UPT)
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 b. Penanggung jawab surveilans di  Rumah sakit  Puskesmas  Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Balai pengobatan/klinik swasta  Laboratorium  Organisasi profesi 1.7 Pengembangan Surveilans PTM Surveilans PTM dikembangkan dengan memperhatikan berbagai faktor agar dapat berfungsi dengan baik. Fungsi pengembangan surveilans PTM antara lain a. Fungsi pokok 1. Deteksi faktor risiko dan kasus PTM Surveilans PTM dikembangkan untuk mendeteksi faktor risiko dan kasus PTM, termasuk kematian akibat PTM di wilayah. Dengan deteksi ini maka intervensi pengendalian dapat dilaksanakan sesuai kondisi yang ada. 2. Pelaporan Surveilans PTM berfungsi sebagai pelaporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data dan informasi PTM. Hasil pelaporan dipergunakan untuk mengetahui besarnya permasalahan PTM di suatu wilayah dan intervensi yang dapat dilakukan. 3. Analisis dan interpretasi Surveilans PTM juga berfungsi untuk analisis dan interpretasi tentang perkembangan faktor risiko dan kasus PTM. Analisis ini akan menunjukkan perubahan, tren, kaitan dengan kondisi di suatu wilayah, dan informasi lain yang diperlukan. 4. Tindakan atau respon Setelah data dan informasi diperoleh, maka surveilans PTM akan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan atau respon yang diperlukan b. Fungsi pendukung (support) 1. Pelatihan Dalam mengembangkan surveilans PTM, diperlukan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan petugas surveilans. Untuk itu, diperlukan modul dan kurikulum pelatihan surveilans PTM. 2. Supervisi Supervisi diperlukan agar pelaksanaan surveilans dapat berjalan dengan baik dan apabila ditemukan permasalahan di lapangan dapat diambil tindakan yang sesuai 3. Sumber daya Pengembangan surveilans PTM memerlukan sumber daya seperti: SDM yang terlatih, sarana (formulir, software, jaringan internet, dan hardware) yang memadai, metode pencatatan dan pelaporan yang baku, dan pendanaan yang cukup. 4. Standar / pedoman
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 Standar yang baku pada pedoman ini adalah salah satu komponen agar surveilans PTM dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Untuk mengembangkan surveilans PTM , komponen dasar yang perlu disiapkan adalah: 1. Jaringan yang baik Jaringan yang dimaksud adalah jaringan dengan semua fasilitas kesehatan yang mempunyai data PTM. Seluruh unit yang menangani atau mempunyai data PTM harus dilibatkan dalam pengembangan surveilans PTM. 2. SDM yang berkomitmen Sumber daya manusia yang berkomitmen jelas diperlukan agar surveilans PTM dapat berjalan dengan terus-menerus. 3. Definisi dan mekanisme pelaporan yang jelas Definisi faktor risiko dan kasus PTM yang akan dicatat dan dilaporkan dalam surveilans PTM harus jelas dan dapat diperoleh di lapangan. Demikian juga dengan mekanisme pelaporan harus jelas. Pedoman ini memuat defisini dan mekanisme pelaporan yang baku. 4. Sistem komunikasi yang efisien Komunikasi antara sumber data, petugas di lapangan, dan pengelola surveilans PTM dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menggunakan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan cepat. 5. Variabel epidemiologi yang pokok tetapi bermakna Surveilans PTM hanya mendata faktor risiko dan kasus PTM utama di masyarakat, tidak seluruh jenis PTM. Hal ini agar surveilans PTM dapat dilaksanakan (feasible) dan petugas tidak kesulitan dalam mengisi data yang diperlukan 6. Dukungan laboratorium Untuk memastikan diagnosis PTM, diperlukan dukungan laboratorium. Untuk itu, kasus PTM harus diverifikasi oleh petugas medis yang sesuai. 7. Umpan balik yang baik dan respon cepat Setiap pencatatan dan pelaporan dalam surveilans PTM memerlukan umpan balik. Demikian juga respon cepat baik dalam perbaikan pelaksanaan di lapangan maupun tindakan yang diperlukan dari hasil surveilans PTM.
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 BAB II SURVEILANS FAKTOR RISIKO 2.1 Pengertian Kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap faktor risiko PTM agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Faktor risiko dimaksud adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit tidak menular. 2.2 Sumber data a. Survei berkala seperti  Riset Kesehatan dasar (Riskesdas),  Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI),  Survei Sosial Ekonomi nasional (Susenas),  Survei Kesehatan Daerah (Surkesda) b. Pencatatan faktor risiko di Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM c. Pencatatan faktor risiko PTM di Puskesmas d. Pencatatan faktor risiko PTM rumah sakit e. Laboratorium 2.3 Langkah-langkah Surveilans faktor risiko PTM dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data a. Data dikumpulkan dari hasil survei seperti Riskesdas, SDKI, Posbindu PTM, dan survei rutin yang lain yang merupakan data agregat/kelompok. Data Posbindu PTM didapatkan dari pencatatan individu peserta Posbindu PTM. Puskesmas melakukan pengumpulan data dari posbindu PTM di wilayahnya. b. Data dikumpulkan menggunakan sistem informasi yang sudah ada seperti Sistem Informasi manajemen PTM utuk data Posbindu PTM 2. Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan software Sistem Informasi Manajemen PTM (data Posbindu PTM) atau dengan software lain seperti Micosoft Excel, Epi Info, Epi Data, SPSS atau STATA b. Data yang diolah adalah faktor risiko PTM dengan memperhitungkan jumlah sampel/penduduk di suatu wilayah c. Produk pengolahan dan analisis berupa prevalensi faktor risiko PTM yang bersumber dari Riskesdas dan SDKI antara lain:  Prevalensi perokok aktif  Prevalensi kurang aktivitas fisik (
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Prevalensi kurang konsumsi sayur dan buah Prevalensi obesitas Prevalensi obesitas sentral Prevalensi hipertensi Prevalensi minum alkohol Proporsi penyebab cedera



Sedangkan yang bersumber dari Posbindu PTM antara lain:  Cakupan kunjungan posbindu  Jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan  Proporsi perokok aktif  Proporsi kurang aktivitas fisik (
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 2.4 Output Faktor risiko PTM yang dapat diolah dan sumber datanya antara lain dapat dilihat pada tabel berikut: SUMBER DATA No



1 2 3 4 5 6 8 9 10



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



23 24 25 26 27



FAKTOR RISIKO



POSBIN DU PTM



PKM



RS



Merokok Minum minuman beralkohol 1 bulan terakhir Minum minuman beralkohol 12 bulan terakhir Sering makan makanan asin (≥ 1 kali/hari) Sering makan makanan tinggi lemak ( 1 ≥ kali/hari ) Sering makan/minum manis (≥ 1 kali/hari) Kurang sayur dan buah (< 5 kali (porsi)/hari) Kurang aktifitas fisik 30 menit sehari (3-5 kali seminggu) Stres (tegang/cemas/panik) ≥ 1 kali/hari BB lebih dan obesitas a. BB Lebih (IMT = 23 - 24,9 Kg/m2) b. Obesitas (IMT >= 25 Kg/m2) c. Obesitas Sentral {LP ≥ 90 cm (L) dan ≥ 80 cm (P)} Hipertensi (TD ≥ 140/90 mmHg) IVA positif Pap smear positif Penggunaan APD (helm) Gula darah sewaktu (100-199 mg/dL (vena) 90-199 mg/dL (kapiler)) Gula darah puasa 100-125 mg/dL (vena); 90-99 mg/dL (kapiler) Gula darah 2 jam PP 140-199 mg/dL (vena) Kolesterol total >=190 mg/dL HDL (>40 mg/dl (L); >45 mg/dL (P) LDL 


v



v



v



v



v



v v



v v v



v v
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v v v v v v v



v



v v v v v v v v v v v



LAB



v v v



v v v



v v v v v



v v v v v v v v v v



v v



v



v v v



v v



v v v v v



v



v



v v



v



v v v v



v v v v



v v v v v



v v v v v



v v v v v



v v



UNIT SURVEI



v



v v v v v
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 BAB III SURVEILANS KASUS 3.1 Surveilans Kasus PTM Berbasis Institusi 3.1.1 Pengertian Kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit tidak menular agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Data merupakan data agregat yang diperoleh dari Puskesmas, Rumah Sakit, dan institusi kesehatan lainnya, serta survei kesehatan yang mempunyai data rekap PTM.



3.1.2 Sumber Data Data dapat diperoleh melalui : 1. 2. 3. 4.



Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Puskesmas Rumah Sakit Laboratorium



3.1.3 Langkah-langkah Surveilans kasus PTM dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pengumpulan Data a. Pengumpulan data surveilans kasus PTM dilakukan mulai di tingkat puskesmas, rumah sakit, dan laboratorium, dan hasil survei yang merupakan data agregat/kelompok b. Pengumpulan data surveilans kasus PTM dapat menggunakan sistem informasi yang berlaku, seperti SIKDA Generik atau sistem informasi lainnya c. Pengumpulan data surveilans kasus PTM dilakukan oleh seluruh sumber data PTM yakni puskesmas dan RS. Surveilans kasus PTM yang ada di Puskesmas adalah melalui LB1. Untuk kasus PTM yang tidak bisa ditegakkan diagnosa di Puskesmas, maka diagnosis dengan pemeriksaan klinis saja, yaitu suspek kanker serviks, penyakit jantung koroner, osteoporosis, stroke, DM, gagal ginjal kronik, asma bronchiale, thalasemia, PPOK, SLE, dan lain-lain. Sedangkan di RS sudah dapat dilakukan pengumpulan data penyakit tersebut di atas berdasarkan hasil diagnosis terkonfirmasi.
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 2. Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan dan analisis data dilakukan oleh tim surveilans menggunakan sistem informasi yang berlaku, seperti SIKDA Generik, atau sistem informasi lainnya seperti Micosoft Excel, Epi Info, Epi Data, SPSS atau STATA b. Hasil pengolahan dan analisis berupa proporsi maupun prevalensi, misal:  Prevalensi penyakit jantung koroner  Proporsi DM sebagai penyebab kematian  Prevalensi hipertensi  Prevalensi gagal jantung  Prevalensi DM  Prevalensi PPOK  Proporsi penyakit tiroid dari seluruh penyakit  Dan lain-lain c. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dilakukan penyajian dalam bentuk narasi, tabel, grafik, spot map, area map. d. Analisis data dilakukan secara deskriptif menurut variabel orang (umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pekerjaan,dll), tempat (antar wilayah) dan waktu (antar waktu). 3. Interpretasi Data Hasil analisis diinterpretasi berdasarkan situasi di suatu wilayah, apakah angka-angka prevalensi menunjukkan kecenderungan tertentu dan besaran masalah PTM dan cedera, dengan dihubungkan dengan data lain, seperti demografi, geografi, gaya hidup/perilaku, dan pendidikan.



4. Disseminasi Informasi a. Hasil-hasil analisis dan interpretasi dibuat dalam bentuk laporan dan atau presentasi. Laporan tersebut dikirimkan oleh unit penanggungjawab kepada jenjang struktural yang lebih tinggi, dari Puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten/kota, dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan. Umpan balik diberikan ke unit jenjang dibawahnya, seperti ke dinkes kabupaten/kota dan dinkes provinsi. b. Diseminasi informasi ditujukan kepada seluruh stakeholder yang terkait, seperti jajaran kesehatan, LSM, profesi, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Untuk jajaran kesehatan, khususnya dinas kesehatan informasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pengendalian PTM serta evaluasi program.
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 3.1.4 Output Data kasus PTM diolah menurut orang, tempat dan waktu. Menurut orang berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Menurut tempat berdasar unit rmasing-masing wilayah. Menurut waktu dapat diolah berdasarkan tahun. Jenis kasus PTM dilihat pada tabel berikut (sesuaikan)



NO



PTM



ICD-X



1 2 3 4



Hipertensi Penyakit jantung koroner Gagal jantung Diabetes Melitus (kencing manis) a. DM Tipe I b. DM Tipe II c. DM Gestasional Obesitas Penyakit tiroid a. Hipotiroid b. Hipertiroid Stroke a. Stroke Haemorragik b. Stroke Non Haemorragik Asma Bronkiale PPOK Osteoporosis Penyakit Ginjal Kronik Thalassemia SLE/Lupus Kanker a. Kanker payudara b. Retinoblastoma c. Kanker serviks d. Kanker paru e. Kanker kolorektal f. Leukemia g. Kanker Prostat h. kanker Nasopharink i. Kanker Kulit j. Kanker hati Cedera akibat Kecelakaan lalu lintas Cedera akibat Kekerasan dalam rumah tangga Cedera akibat lain



I10 I24.0 I50



5 6



7



8 9 10 11 12 13 14



15 16 17
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SUMBER DATA PUSKES LAB/ MAS RS SURVAI v v v v v v v v



E10 E11 O24 E66



v v v v



v v v v



E05 E03



v v



v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v



I60-I62 I63 J45 J44 M81 N00-N19 D56 M32



v v v v v v v v v



C50 C69 C53 C34 C18-C20 C91-C95 C61 C11 C43-C44 C22 V01-V99 X60-Y09 W00-X59



v v



v



v v



v



v



v



v



v v



v v



v v
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 3.2 Registrasi PTM 3.2.1 Pengertian Registri PTM adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, interpretasi kasus PTM berdasarkan data individual. Registrasi PTM merupakan bagian dari surveilans PTM.



3.2.2 Sumber Data Adalah seluruh fasilitas kesehatan yang mempunyai data PTM, yaitu 1. 2. 3. 4. 5. 6.



RS Puskesmas Laboratorium Klinik Asuransi Catatan sipil



3.2.3 Langkah Kegiatan 1. Pengumpulan Data a. Pengumpulan data regsitrasi PTM dilakukan oleh seluruh sumber data PTM, seperti dari rumah sakit, laboratorium, puskesmas dan klinik di suatu wilayah. b. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan software registrasi PTM dan atau SIKDA Generik Kementerian Kesehatan c. Kegiatan pengumpulan data dilakukan secara berkala tiap (3) tiga bulan sekali (laporan triwulan) dari sumber data ke Dinas Kesehatan Kabupaten/kota atau unit pelaksana registrasi PTM di masingmasing wilayah. Data yang dikumpulkan adalah data individual, bukan data rekap/agregat 2. Pengolahan Data (verifikasi dan validasi data) a. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kasus PTM, bukan kasus penyakit lain. Verifikasi ini dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang terlatih (verifikator) untuk memastikan diagnosis PTM. Standar diagnosis dapat dari pemeriksaan laboratorium patologi anatomi (PA) untuk kanker, pemeriksaaan rontgen, pemeriksaan darah dan lainnya. b. Validasi dilakukan untuk menghilangkan data dobel, dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan tingkat nasional (tim Kemkes), atau tim registrasi PTM yang ditunjuk. 3. Analisis Data Hasil registrasi PTM dapat dimanfaatkan setelah dilakukan analisis data.
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 a. Data yang sudah diverfikasi dan divalidasi, dianalisis untuk menghasilkan prevalensi, insidens, dan proporsi di suatu wilayah. b. Analisis dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk melihat kondisi PTM di suatu wilayah. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dilakukan penyajian dalam bentuk narasi, tabel, grafik, spot map, area map. c. Analisis data dilakukan secara diskriptif menurut variabel orang (umur, jenis kelamin, pendidikan, dll), tempat (antar wilayah) dan waktu (antar waktu). 4. Interpretasi Data Hasil analisis diinterpretasi berdasarkan situasi di suatu wilayah, apakah angka-angka prevalensi menunjukkan kecenderungan tertentu dengan dihubungkan dengan data lain, seperti demografi, geografi, gaya hidup/perilaku, dan pendidikan



5. Disseminasi Informasi a. Hasil-hasil analisis dan interpretasi dibuat dalam bentuk laporan dan /presentasi. Laporan tersebut dikirimkan oleh unit penanggungjawab kepada jenjang struktural yang lebih tinggi, dari Puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten/kota, dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan. Umpan balik diberikan ke unit jenjang dibawahnya, seperti ke dinkes kabupaten/kota dan dinkes provinsi. b. Disseminasi informasi ditujukan kepada seluruh stakeholder yang terkait, seperti jajaran kesehatan, LSM, profesi, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Untuk jajaran kesehatan, khususnya dinas kesehatan informasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pengendalian PTM. 3.2.4 Output Data berbasis registrasi PTM merupakan data individual dan memuat seluruh jenis PTM sesuai kode yang ditetapkan (ICD-X maupun ICD-O untuk kanker). Data juga terbuka (umur, jenis kelamin, jenis penyakit, dll) sehingga dapat diolah dan dianalisis sesuai kepentinan. Data dan informasi digunakan untuk perencanaan, monotoring, maupun evaluasi program serta sebagai sumber untuk penelitian terkait PTM. Data minimal penyakit yang dapat diolah dapat dilihat pada tabel berikut:
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 NO



PTM



ICD-X



1 2 3 4



Hipertensi Penyakit jantung koroner Gagal jantung Diabetes Melitus (kencing manis) a. DM Tipe I b. DM Tipe II c. DM Gestasional Obesitas Penyakit tiroid a. Hipotiroid b. Hipertiroid Stroke a. Stroke Haemorragik b. Stroke Non Haemorragik Asma Bronkiale PPOK Osteoporosis Penyakit Ginjal Kronik Thalassemia SLE/Lupus Kanker a. Kanker payudara b. Retinoblastoma c. Kanker serviks d. Kanker paru e. Kanker kolorektal f. Leukemia g. Kanker Prostat h. kanker Nasopharink i. Kanker Kulit j. Kanker hati Cedera akibat Kecelakaan lalu lintas Cedera akibat Kekerasan dalam rumah tangga Cedera akibat lain



I10 I24.0 I50



5 6



7



8 9 10 11 12 13 14



15 16 17
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SUMBER DATA PUSKES LAB/ MAS RS SURVAI v v v v v v v v



E10 E11 O24 E66



v v v v



v v v v



E05 E03



v v



v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v



I60-I62 I63 J45 J44 M81 N00-N19 D56 M32



v v v v v v v v v



C50 C69 C53 C34 C18-C20 C91-C95 C61 C11 C43-C44 C22 V01-V99 X60-Y09 W00-X59



v v



v



v v



v



v



v



v



v v



v v



v v
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 BAB IV PENYELENGGARAAN



4.1



Perencanaan Dalam mengembangkan surveilans PTM diperlukan perencanaan yang baik, yaitu :  Sumberdaya Manusia SDM yang diperlukan antara lain fungsional epidemiolog, pranata komputer, petugas verifikasidan pelaksana surveilans.  Sarana Sarana yang diperlukan antara lain software dan sistim informasi, hardware (komputer, laptop, tablet, smartphone, printer), jaringan telepon, jaringan internet, formulir, buku pedoman.



4.2



Pembiayaan Sumber pembiayaan dapat berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. Agar surveilans dapat berjalan secara kontinyu, diperlukan pembiayaan khusus untuk petugas surveilans (entry data dan perawatan sistim informasi).



4.3



Pengorganisasian Sesuai dengan peran dan fungsinya maka setiap unit pelayanan kesehatan Pemerintah, Dinas Kesehatan propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan primer menyelenggarakan surveilans PTM yang dilaksanakan secara fungsional dan struktural. Peran dan fungsi tiap jenjang administrasi adalah sebagai berikut: 1. Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam hal ini adalah Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Pusat data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Peran Kementerian Kesehatan antara lain: a. Menyusun norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK) surveilans PTM b. Mendistribusikan norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK) surveilans PTM c. Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan surveilans PTM d. Melakukan analisis data faktor risiko dan kasus PTM tingkat nasional e. Melakukan monitoring, pengolahan, interpretasi data/informasi dari surveilans PTM serta evaluasi pelaksanaannya. f. Mengembangkan sistem informasi surveilans PTM berbasis teknologi informasi g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengembangan surveilans PTM h. Menyampaikan informasi hasil surveilans PTM ke pemegang kebijakan di tingkat pusat dan lintas sektor terkait (advokasi dan sosialisasi)
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 i. Menyampaikan umpan balik ke propinsi dan Kabupaten/Kota, lintas program dan lintas sektor terkait j. Membentuk jejaring surveilans PTM tingkat nasional 2. Dinas Kesehatan Provinsi a. Mensosialisasikan norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK) surveilans PTM ke kabupaten/kota b. Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan surveilans PTM ke kabupaten/kota c. Menerima dan mengumpulkan data faktor risiko dan kasus PTM dari kabupaten/kota yang bersumber dari rumah sakit, puskesmas, Posbindu PTM, laboratorium, survei, dan sumber data lainnya d. Melakukan analisis data faktor risiko dan kasus PTM tingkat provinsi dari laporan rutin maupun survei e. Mengirimkan pelaporan ke Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan f. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengembangan surveilans PTM tingkat provinsi g. Memberikan rekomendasi berupa hasil analisis data surveilans PTM h. Melakukan monitoring, pengolahan, interpretasi data/informasi dari serta evaluasi pelaksanaan surveilans kasus PTM di tingkat provinsi i. Menyampaikan diseminasi informasi hasil surveilans PTM ke pemegang kebijakan di tingkat provinsi dan lintas sektor terkait (advokasi dan sosialisasi) j. Memberikan umpan balik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, lintas program dan lintas sektor terkait k. Membentuk jejaring surveilans PTM tingkat provinsi



3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota a. Mensosialisasikan norma, standar, pedoman, kriteria (NSPK) surveilans PTM ke semua fasilitas kesehatan yang melayani PTM b. Melakukan pembinaan teknis pelaksanaan surveilans PTM ke Puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya c. Menerima dan mengumpulkan data faktor risiko dan kasus PTM dari rumah sakit, puskesmas, laboratorium, posbindu PTM, survei, dan sumber data lainnya d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengembangan surveilans PTM tingkat kabupaten/kota e. Melakukan analisis data tentang faktor risiko dan kasus PTM bersumber dari pelaporan rutin maupun survei berkala f. Mengirimkan laporan surveilan PTM ke Dinas Kesehatan Provinsi g. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data h. Melakukan diseminasi informasi kepada berbagai pihak baik institusi kesehatan maupun institusi lainnya yang terkait penyakit tidak menular
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 i. Memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan, lintas program dan lintas sektor terkait j. Membentuk jejaring surveilans PTM tingkat kabupaten/kota



4. Rumah Sakit a. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin kasus PTM menggunakan SIM-RS/Sistem Informasi lainnya yang berlaku di RS b. Melakukan analisis data standar tentang kasus penyakit tidak menular c. Mengirimkan pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 5. Laboratorium a. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin faktor risiko PTM b. Mengirimkan pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 6. Puskesmas a. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin tentang faktor risiko PTM menggunakan software dalam Sistem Informasi Manajemen PTM (data Posbindu PTM) b. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin kasus PTM menggunakan SIKDA Generik Puskesmas atau sistem informasi lain yang berlaku c. Mengirimkan pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) a. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin tentang faktor risiko PTM menggunakan software dalam Sistem Informasi Manajemen PTM (data Posbindu PTM) b. Melakukan Pencatatan dan Pelaporan rutin kasus PTM c. Mengirimkan pelaporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota



4.4



Pembinaan dan Pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan peyelenggaraan sueveilans PTM di Kab/Kota termasuk puskesmas, rumah sakit, laboratorium dan posbindu PTM. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan surveilans PTM di provinsinya. Direktur Jenderal PP dan PL melakukan pembinaan dan pengawasan surveilans di seluruh Indonesia



4.5 Monitoring dan Evaluasi Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota melakukan monitoring dan evaluasi penyenggaraan surveilans PTM di Kab/Kota termasuk puskesmas, rumah sakit, laboratorium dan posbindu PTM. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan
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 monitoring dan evaluasi surveilans PTM di provinsinya. Direktur Jenderal PP dan PL melakukan monitoring dan evaluasi surveilans di seluruh Indonesia 4.6 Indikator Indikator penyelenggaraan surveilans PTM yaitu a.



b.



c.



Input Tersedianya SDM terkait surveilans PTM, sarana pendukung, dan pembiayaan khusus surveilans Proses Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan surveilans,pelatihan, pertemuan berkala, pembinaan teknis,monitoring dan evaluasi Output Cakupan fasilitas kesehatan yang melaksanakan surveilans dan melaporkan data, ketepatan pelaporan, kualitas data, laporan (buku jurnal)
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 BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN Pencatatan dan pelaporan surveilans PTM diselenggarakan untuk faktor risiko dan kasus PTM dilaksanakan sebagai berikut: 1. Posbindu PTM a. Petugas melakukan pengumpulan data fakfor risiko dan dicatat dalam formulir pencatatan faktor risiko PTM. Setelah itu, data pemeriksaan dimasukkan dalam rekap data Posbindu PTM (formulir rekap faktor risiko PTM) b. Petugas dapat menggunakan software Sistem Informasi Manajemen PTM (untuk Posbindu PTM) dalam pengumpulan data faktor risiko PTM c. Petugas menyiapkan data rekap faktor risiko PTM untuk dilaporkan kepada/diambil petugas Puskesmas setiap bulan 2. Puskesmas a. Petugas melakukan pengumpulan data faktor risiko PTM di Puskesmas. Selanjutnya membuat rekapitulasi data faktor risiko PTM dari Puskesmas dan dari Posbindu PTM di wilayahnya menggunakan formulir rekapitulasi faktor risiko PTM. Rekapitulasi dapat menggunakan software Sistem Informasi Manajemen PTM untuk data surveilans Posbindu PTM b. Petugas merekap data kasus PTM di Puskesmas menggunakan formulir rekapitulasi kasus PTM. c. Untuk pemeriksaan IVA dan CBE, petugas melakukan pengumpulan data menggunakan formulir rekapitulasi deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim Puskesmas d. Data rekap faktor risiko, rekap hasil pemeriksaan IVA dan CBE, serta rekap kasus PTM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke dinas kesehatan kabupaten/kota e. Untuk registrasi PTM, petugas mengisi data individual melalui software registrasi PTM atau SIKDA Generik menggunakan formulir sistem registrasi PTM. Data mentah dilaporkan secara rutin setiap 3 bulan ke dinas kesehatan kabupaten/kota atau unit lain yang deitunjuk mengelola registrasi PTM



3. Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)
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 a. Petugas melakukan pengumpulan data faktor risiko PTM di KKP. Selanjutnya membuat rekapitulasi data faktor risiko PTM menggunakan formulir



rekapitulasi



faktor



risiko



PTM.



Rekapitulasi



dapat



menggunakan software Sistem Informasi Manajemen PTM untuk data surveilans Posbindu PTM b. Petugas merekap data kasus PTM di Puskesmas menggunakan formulir rekapitulasi kasus PTM. c. Data rekap faktor risiko PTM dan rekap kasus PTM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke dinas kesehatan kabupaten/kota



4. Rumah Sakit a. Petugas surveilans rumah sakit melakukan rekapitulasi data kasus PTM menggunakan formulir rekap kasus PTM di RS b. Data rekap kasus PTM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke dinas kesehatan kabupaten/kota c. Untuk pemeriksaan IVA dan CBE, petugas melakukan pengumpulan data menggunakan formulir rekapitulasi deteksi dini kanker payudara rumah sakit dan rekapitulasi deteksi dini kanker leher rahim rumah sakit d. Untuk registrasi PTM, petugas surveilans rumah sakit mengisi data individual melalui software registrasi PTM atau SIM-RS/sistem informasi lainnya menggunakan formulir sistem registrasi PTM. Data mentah registrasi PTM dilaporkan secara rutin setiap 3 bulan ke dinas kesehatan kabupaten/kota atau unit lain yang ditunjuk mengelola registrasi PTM



5. Laboratorium a. Petugas surveilans laboratorium melakukan rekapitulasi faktor risiko PTM menggunakan formulir rekap faktor risiko PTM di RS b. Data rekap faktor risiko PTM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke dinas kesehatan kabupaten/kota c. Untuk registrasi PTM, petugas surveilans laboratorium mengisi data individual melalui software registrasi PTM atau SIM-RS/sistem informasi lainnya menggunakan formulir sistem registrasi PTM. Data mentah registrasi PTM dilaporkan secara rutin setiap 3 bulan ke dinas kesehatan kabupaten/kota atau unit lain yang ditunjuk mengelola registrasi PTM
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 6. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota a.



Dinas kesehatan kabupaten/kota menerima laporan bulanan dari Puskesmas, rumah sakit, laboratorium, berupa faktor risiko dan kasus PTM. Dinas merekap dan menvalidasi laporan tersebut mengunakan formulir rekapitulasi faktor risiko dan formulir rekapitulasi kasus PTM.



b.



Untuk pemeriksaan IVA dan CBE, Dinas Kesehatan kabupaten/kota merekap laporan dari Puskesmas dan rumah sakit menggunakan formulir rekapitulasi deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim Dinas Kesehatan kabupaten/kota



c.



Untuk registrasi PTM melalui software registrasi PTM dan atau SIKDA Generik, Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan validasi data mentah yang dilaporkan untuk menghilangkan duplikasi data.



d.



Dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan hasil rekapitulasi faktor risiko dan kasus PTM setiap 3 bulan kepada Dinas kesehatan provinsi



e.



Dinas kesehatan kabupaten/kota memberikan umpan balik terhadap laporan 3 bulanan yang diberikan Puskesmas, RS, laboratorium, maupun sumber data lainnya.



7. Dinas Kesehatan Provinsi a.



Dinas kesehatan provinsi menerima laporan triwulan dari Dinas Kesehatan



kabupaten/kota.



Dinas



merekap



laporan



tersebut



menggunakan formulir rekapitulasi faktor risiko PTM dan formulir rekapituasi kasus PTM. b.



Untuk pemeriksaan IVA dan CBE, Dinas Kesehatan Provinsi merekap lapaoran dari dinas kesehatan kabupaten/kota menggunakan formulir rekapitulasi deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim Dinas Kesehatan Provinsi



c.



Untuk registrasi PTM melalui software registrasi PTM dan atau SIKDA Generik, Dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan validasi data mentah yang dilaporkan untuk menghilangkan duplikasi data.



d.



Dinas kesehatan provinsi melaporkan hasil rekapitulasi faktor risiko dan kasus PTM setiap 3 bulan sekali kepada Pusat Data dan Informasi dan Direktorat Pengendalian PTM Kementerian Kesehatan



e.



Dinas kesehatan provinsi memberikan umpan balik terhadap laporan tiga bulanan yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota.
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 8. Kementerian Kesehatan a.



Kementerian Kesehatan (Direktorat Pengendalian PTM) menerima laporan 3 bulanan dari Dinas Kesehatan provinsi. Selanjutnya, data direkap dan divalidasi



b.



Kementerian Kesehatan memberikan umpan balik terhadap laporan enam bulanan yang diberikan dinas kesehatan provinsi.



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada alur pencatatan dan pelaporan sebagai berikut:



Alur Pencatatan dan Pelaporan



Kemenkes



Dinkes Provinsi



 Form rekap FR lab  Form rekap IVA dan CBE  Form rekap kasus PTM  Form registri PTM



 RS  Lab



Dinkes kab/Kota



UPT/KKP



Pukesmas



Posbindu PTM



 Form rekap FR PTM  Form rekap IVA dan CBE  Form rekap kasus PTM  Form rekap FR PTM  Form rekap IVA dan CBE  Form rekap kasus PTM



 Form rekap FR PTM  Form rekap IVA dan CBE  Form rekap kasus PTM  Form rekap FR PTM,  Form rekap IVA dan CBE  Form rekap kasus PTM  Form registri PTM Form rekap FR PTM



Keterangan: = Melaporkan = Umpan balik = Mengambil data
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 BAB VI PENUTUP Penyakit tidak menular (PTM) telah menjadi masalah kesehatan utama masyarakat di Indonesia. Untuk itu tindakan pencegahan dan pengendalian PTM sangat diperlukan agar angka kesakitan dan kematian akibat PTM dapat diturunkan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem surveilans PTM yang baik agar tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat Surveilans PTM yang dikembangkan adalah surveilans faktor risiko dan kasus, termasuk kematian akibat PTM. Surveilans PTM dikembangkan oleh semua pihak yang berkaitan dengan PTM dan dilaksanakan oleh seluruh unit yang menangani atau mempunyai data PTM Pengembangan surveilans PTM dilaksanakan secara berjenjang dari unit pelaksana/sumber data PTM, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Setiap jenjang mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Setiap pihak yang terlibat perlu bekerja sama dengan sebaik-baiknya agar data dan informasi yang diperloleh semakin lengkap. Dengan pengembangan surveilans PTM yang baik, kondisi riil di masyarakat Indonesia dapat diketahui secara akurat. Dengan demikian, upaya pengendalian PTM dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebabagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan msyarakat Indonesia setinggitingginya.
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 Lampiran -



Definisi operasional Formulir rekap faktor risiko PTM Formulir rekap kasus PTM (agregat) Puskesmas, RS Contoh pemanfaatan data surveilans PTM
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